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17+8 Tuntutan Rakyat untuk Depan Perwakilan Rakyat
Prolite – Masyarakat Indonesia mengeluarkan tuntutan rakyat
yang ditujukan untuk angota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Tuntutan  rakyat  di  berikan  imbas  adanya  pernyataan  yang
berikan oleh beberapa anggota dewan yang menyatakan adanya
kenaikan beberapa tunjangan serta adanya pemberian tunjangan
rumah yang besarnya mencapai Rp 50 juta.

Adanya  pernyataan  tersebut  lah  yang  membuat  masyarakat
Indonesia menjadi geram, pasalnya sangat tidak pantas kenaikan
gaji diberikan untuk anggota dewan di tengah-tengah ekonomi
rakyat yang lagi tidak baik-baik saja.

https://prolitenews.com/178-tuntutan-rakyat-untuk-depan-perwakilan-rakyat/
https://prolitenews.com/178-tuntutan-rakyat-untuk-depan-perwakilan-rakyat/


Bukan  hanya  itu  nampak  juga  para  anggota  DPR  RI  menari
bersama, bukan menyelesaikan permasalahan rakyat yang ada.

Pernyataan tersebut lah yang akhirnya membuat rakyat Indonesia
menjadi marah dan anarkis.

Usai berhari-hari rakyat Indonesia melakukan demo di depan
Gedung DPR bahkan banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat
demo tersebut.

detik

Oleh karena itu memberikan 17+8 tuntutan rakyat yang diberikan
untuk anggota DPR RI, denga nisi sebagai berikut:

Tugas Presiden Prabowo 

Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada1.
kriminalisasi demonstran
Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan,2.
Umar  Amarudin,  maupun  semua  korban  kekerasan  aparat
selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan
transparan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan3.
fasilitas baru (termasuk pensiun)
Publikasikan  transparansi  anggaran  (gaji,  tunjangan,4.
rumah, fasilitas DPR)
Dorong  Badan  Kehormatan  DPR  periksa  anggota  yang5.
bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik 

Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang6.
tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di7.
tengah krisis.



Libatkan  kader  dalam  ruang  dialog  publik  bersama8.
mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia 

Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.9.
Hentikan  tindakan  kekerasan  polisi  dan  taati  SOP10.
pengendalian massa yang sudah tersedia.
Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan11.
komandan  yang  melakukan  dan  memerintahkan  tindakan
kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia) 

Segera  kembali  ke  barak,  hentikan  keterlibatan  dalam12.
pengamanan sipil.
Tegakkan  disiplin  internal  agar  anggota  TNI  tidak13.
mengambil alih fungsi Polri.
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil14.
selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi 

Pastikan  upah  layak  untuk  seluruh  angkatan  kerja15.
(termasuk namun tidak terbatas apda guru, buruh, nakes,
dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
Ambil  langkah  darurat  untuk  mencegah  PHK  massal  dan16.
lindungi buruh kontrak.
Buka  dialog  dengan  serikat  buruh  untuk  solusi  upah17.
minimum dan outsourcing

Selain 17 tuntutan di atas, masih ada 8 tuntutan lainnya yang
punya  deadline  setahun  lagi  yakni  pada  31  Agustus  2026
mendatang.

Setelah adanya tuntutan rakyat tersebut DPR RI menggelar rapat
konsultasi  dan  menghasilkan  adanya  pemangkasan  sejumlah
tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Pemangkasan tersebut akan
menyasar  biaya  langganan  listrik,  jasa  telepon,  komunikasi
intensif, hingga tunjangan transportasi.



DPR  RI  juga  berkomitmen  memperkuat  transparansi  dan
partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses legislasi
maupun kebijakan. Aspirasi rakyat menjadi dasar penting bagi
DPR untuk melakukan perbaikan.
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DPR  RI  Menjawab  Tuntutan  Publik  17+8,  Berikut
Keterangannya
Prolite – DPR RI akhirnya menindaklanjuti mengenai tuntutan
yang  diberikan  publik  mengenai  tunjangan-tunjangan  yang
diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia sempat meanas karena
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adanya pengakuan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat
serta pemberian tunjangan rumah yang nominalnya cukup besar.

Aksi demontran sudah tidak bisa dikendalikan bahkan beberapa
fasilitas publik dirusak hingga penjararaha di beberapa rumah
anggota Dewan, rumah Mentri, toko-toko dan beberapa tempat
lainnya.

Bukan hanya di jarrah dan di rusak namun ada beberapa tempat
yang akhirnya dibakar oleh massa demonstran.

Maka dari itu Rakyar Indonesia akhirnya memberikan tuntutan
kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebanyak  17+8  yang  juga
diberikan deadline hingga 5 September 2025 kemarin.

Dengan demikian maka resmi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Sufmi  Dasco  Ahmad  melakukan  konferensi  pers  di  Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9) didampingi oleh Saan
Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Jawaban tuntutan ini sesuai dengan hasil dari rapat dengan
pimpinan Fraksi-fraksi yang pada hari sebelumnya telah selesai
di laksanakan.

Keputusan ini, imbuh Dasco, merupakan bagian dari langkah DPR
untuk merespons langsung aspirasi masyarakat.

Berikut bunyi jawaban tuntutan dari anggota Dewan Perwakilan
Rakyar Republik Indonesia:

DPR  RI  menyepakati  menghentikan  pemberian  tunjangan1.
perumahan  anggota  DPR  RI  terhitung  sejak  tanggal  31
Agustus 2025.
DPR  RI  melakukan  moratorium  kunjungan  kerja  ke  luar2.
negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025,
kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota3.
DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan: a. daya



listrik, b. jasa telepon, c. biaya komunikasi intensif,
d. biaya tunjangan transportasi.
Anggota  DPR  yang  telah  dinonaktifkan  oleh  partai4.
politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
Pimpinan  DPR  menindaklanjuti  penonaktifan  beberapa5.
anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik
melalui  mahkamah  partai  politik  masing-masing  dengan
meminta  Mahkamah  Kehormatan  DPR  untuk  berkoordinasi
dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah
memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.
DPR  RI  akan  memperkuat  transparansi  dan  partisipasi6.
publik  yang  bermakna  dalam  proses  legislasi  dan
kebijakan  lainnya.

Ditandatangani oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Ibu Puan
Maharani, Saya Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa dan Pak
Cucun Ahmad Syamsurijal. Itu yang pertama.

Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah
dilakukan  evaluasi  dengan  total  yang  akan  diterima  oleh
anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal
lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada
awak media.

Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh
mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa
pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan mahkamah
kehormatan dewan untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai
masing-masing  anggota  untuk  ditindaklanjuti  sesuai  dengan
ketentuan. Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terima
kasih.
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*Sosialisasi 4 Pilar, Ledia Hanifa Ajak
Warga Cimahi Pahami Kerja Kenegaraan dan
Kebangsaan*
Prolite  –  Sosialisasi  4  Pilar.  Hampir  80  tahun  usia
kemerdekaan  Indonesia  begitu  banyak  peristiwa-peristiwa
penting  dan  genting  telah  dilalui  masyarakat  negeri  ini.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemberontakan G30S PKI,
aksi-aksi  separatis,  pergantian  presiden,  pergantian  sistem
pemilu, krisis moneter, pandemi covid dan banyak lagi.
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“Alhamdulillah berbagai peristiwa ini nyatanya bisa kita lalui
dengan segala suka dukanya. Dan meski sering dirasa berat,
sebagai warga negara kita mampu melewati itu semua, karena
apa? Saya yakin karena kita cinta pada negara ini, pada tanah
air  kita,”  ucap  anggota  MPR  RI  Ledia  Hanifa  saat  membuka
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Cimahi pada akhir Juli lalu.

Meski  kadang  kegelisahan  masyarakat  kerap  diwujudkan  dalam
berbagai ekspresi lugas kritis Ledia yakin masyarakat pada
dasarnya tetap cinta, bangga dan loyal sebagai warga negara
Indonesia.

“Kemarin ini misalnya ada hastag kabur aja dulu, juga sempat
muncul ungkapan kekhawatiran soal Indonesia cemas, ini kan
sebenarnya  bentuk  sayang  masyarakat  kita  pada  negara  ini.
Ingin negara ini menjadi lebih baik. Dan saya yakin mereka
semua tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Tetap cinta tanah
air dan siap memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini,”
sambungya di hadapan sekitar 150 warga Cimahi yang hadir di
kantor DPD PKS Kota Cimahi, Jalan Kamarung Cimahi Utara.

Ledia  yang  juga  anggota  Komisi  X  DPR  RI  ini  kemudian
menjabarkan pentingnya hadirin memahami apa itu 4 Pilar MPR RI
yang  menjadi  salah  satu  tugas  anggota  MPR  RI  untuk
disosialisasikan  pada  masyarakat.

“Kalau soal tantangan, kurang apa bangsa kita dalam tantangan.
Wilayah luas berbentuk kepulauan, pulau sampai belasan ribu,
suku bangsa juga bahasa ada ribuan, agama banyak. Belum lagi
kalau bicara budaya apalagi selera, wah berbeda-beda pastinya.
Potensi berpecah belah. Tapi syukurlah para pendiri bangsa ini
sungguh bijaksana, dan memunculkan konsepsi dan konsensus yang
mampu  menjadikan  keberagaman  ini  sebagai  sebuah  kesatuan.
Sebuah bhinneka tunggal ika.”

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI sendiri terdiri atas Pancasila
sebagai  dasar  dan  ideologi  negara,  UUD  NRI  1945  sebagai
konstitusi negara dan ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik



Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal
Ika sebagai semboyan negara.

“Memahami 4 Pilar MPR RI ini tentu akan membantu kita lebih
memahami kerja kenegaraan dan kebangsaan negeri ini. Bagaimana
kita  menjalani  kehidupan  berpolitik,  berdemokrasi  dan
bermasyarakat secara umum. Semua ada acuannya lewat 4 Pilar
MPR ini.”

Anggota MPR RI yang menjalani masa bakti sejak 2009 ini lantas
memberikan contoh-contoh implementatif.

“Saat ini keseluruhan dunia terasa begitu dekat. Informasi
bahkan nilai-nilai budaya dari manapun bisa hadir ke dalam
relung rumah kita lewat internet, bahkan lewat genggaman. Itu
adalah kenyataan hidup yang tidak bisa dibantah, tapi adanya
nilai  Pancasila,  Undang-undang  Dasar,  NKRI  dan  Bhinneka
Tunggal Ika membawa kita pada kesadaran untuk menyaring segala
informasi  dan  nilai  budaya  yang  hadir.  Mana  yang
berkesesuaian,  mana  yang  kita  tolak.”

Paham komunisme tentu tidak bisa tumbuh berkembang di negeri
Pancasila, lanjut Ledia. Begitu pula paham atheisme karena
negara kita memiliki azas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan
dukungan  pada  perjuangan  Bangsa  Palestina  adalah  sebuah
keniscayaan yang didukung oleh amanat konstitusi.

“Justru dengan memahami 4 Pilar MPR RI kita akan disadarkan
bahwa  membela  perjuangan  kemerdaan  Bangsa  Palestina  adalah
amanat konstitusi yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar  1945:  _Bahwa  sesungguhnya  Kemerdekaan  itu  ialah  hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas
dunia  harus  dihapuskan,  karena  tidak  sesuai  dengan
perikemanusiaan  dan  perikeadilan,”  tutupnya.
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MBG, Ledia Beri 4 Catatan Dari Efisiensi
Jumlah Hingga Pengelolaan Sampah
Prolite – Di masa reses, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa
Amaliah  meninjau  pelaksanaan  program  Makan  Bergizi  Gratis
(MBG) di beberapa sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Hasil kunjungan dan serap aspirasi tersebut dirangkum Ledia
dalam empat catatan.

Pertama,  dari  hasil  kunjungan  ke  beberapa  sekolah  ini
terungkap bahwa kebutuhan akan program MBG ini tidak merata
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keseluruhannya.

Ada  sejumlah  sekolah  yang  memang  kondisi  sebagian  besar
siswanya dari kalangan tidak mampu atau hampir semuanya tidak
mampu. Yang memang kalau pagi-pagi mereka sulit untuk sarapan,
tidak punya bekal, dan lain sebagainya. Maka sekolah ini tentu
menjadi prioritas utama. Sementara ada sekolah yang mayoritas
siswanya berasal dari keluarga mampu sehingga tidak begitu
memerlukan program MBG.

“Mengingat  pelaksanaan  program  ini  membutuhkan  dana  sangat
besar dan saat ini bahkan belum bisa menjangkau semua sekolah
di seluruh Indonesia, maka diperlukan pendataan yang lebih
jelas agar diperoleh informasi akurat mana-mana sekolah yang
harus diprioritaskan menerima program MBG ini,” kata anggota
anggota Komisi X DPR RI ini.

Kedua,  perlu  efisiensi  jumlah  paket  makanan,  dengan  tidak
menyamaratakan jumlah paket makanan setiap hari. Sebab setiap
sekolah umumnya sudah punya ukuran rata-rata berapa yang tidak
hadir di sekolah dalam satu hari. Misalnya pada salah satu SMP
yang dikunjungi, rata-rata ada 60 siswa dari 800 siswa tidak
hadir setiap harinya. Namun selalu dikirim 800 paket makanan
sesuai  jumlah  siswa  sehingga  ada  kelebihan  puluhan  paket
makanan setiap hari.

“Kalau sudah punya ukuran rata-rata ini, mungkin tidak harus
dikirim 800 paket makanannya, bisa saja 750 cukup. Agar apa?
Agar kita bisa melakukan efisiensi dan mencegah pemborosan.
Efisiensi anggaran bisa terbukti dari sini. Bukan menyatakan
efisiensi  tetapi  dengan  cara  dikurangi  mutu  atau  kualitas
produknya,” saran aleg dapil Jawa Barat 1 ini pula.

Urusan  kelebihan  makanan  ini  bukan  perkara  remeh.  Sebab
kelebihan  hingga  puluhan  paket  makanan  setiap  hari  tentu
memiliki  dampak  anggaran  yang  cukup  besar  dalam  hitungan
bulan, semester hingga tahun.

“Karena di sini kita bicara program yang dibiayai oleh APBN,



oleh dana dari pajak masyarakat juga, maka kasus kelebihan
pengiriman makanan hingga berjumlah bukan sekedar satu dua
tapi puluhan dan terjadi setiap hari tentu bertolak belakang
dari semangat efisiensi,” lugasnya.

Sebenarnya,  lanjut  Ledia,  upaya  meminimalisir  kelebihan
pengiriman ini memungkinkan terjadi kalau antara pihak sekolah
dan dapur MBG bisa melakukan koordinasi.

“Makanan itu kan diantar siang ya, diolah sejak pagi. Bagi
yang dapurnya cukup dekat, masih dalam kisaran satu kecamatan
misalnya, sekitar jam pagi kan sudah bisa dilaporkan, berapa
siswa yang tidak hadir. Dari 800 siswa, yang tidak hadir 60
orang. Maka bisa dikirim 750 paket saja, masih ada lebih tapi
tidak banyak. Masih memadailah gitu. Cuma orang suka berpikir
ah  repot,  ribet  kalau  ada  ganti-ganti  jumlah  tiap  hari.
Padahal lama-lama akan ketemu polanya, dan bisa diminimalisir
kelebihan paket tidak lebih dari 10 misalnya. Pihak dapur yang
terbiasa memegang beberapa sekolah tentu bisa mengatur hal
ini.”

Ketiga, terkait dengan sampah sisa makananan. Tanpa menghitung
kelebihan makanan saja, paket MBG ini setiap hari menyisakan
sampah,  seperti  kulit  buah,  kotak  bekas  susu,  serta  sisa
makanan yang tidak habis dimakan siswa. Satu dua hari masih
aman, namun setelah berbilang pekan dan bulan beberapa sekolah
mulai memiliki problem baru; pengelolaan sampah.

Aanggota Komisi X DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR
RI ini lantas menceritakan curhat kepusingan sekolah soal cara
pengelolaan sampah.

“Sampah diproduksi setiap hari padahal tidak semua wilayah
punya sistem pengelolaan sampah yang baik dan cepat. Beberapa
sekolah jadi curhat terkait PR baru soal pengelolaan sampah
ini.  Sekolah  pada  akhirnya  memerlukan  bantuan  dalam  hal
pengelolaan sampah. Entah akan dimagotisasi, dikomposting, mau
diapain  juga  itu  sampah  tentu  harus  disiapkan  agar  tidak



menumpuk  dan  menjadi  sumber  masalah  baru.  Artinya,  perlu
koordinasi juga antara sekolah dan pihak terkait seperti RW
dan Kelurahan.”

Terakhir,  dari  hasil  pengamatan  ini,  perjalanan  kunjungan
kerja dan juga beberapa laporan yang masuk pada Komisi X DPR
RI terungkap bahwa kebutuhan prioritas utama program MBG ini
lebih nyata diperlukan pada daerah-daerah 3T.

“Daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu sungguh
sangat  perlu  diafirmasi  agar  percepatan  ketercapaian  gizi
sehari-harinya itu bisa memadai. Angka kurang gizi, stunting,
itu banyak ditemukan pada daerah 3T.”

Karena  itu  Ledia  mengingatkan  Pemerintah  agar  menempatkan
prioritas program MBG ini utamanya pada daerah 3T disusul pada
daerah lain dengan prioritas pemberian program bagi sekolah
yang  memiliki  mayoritas  siswa  dari  golongan  masyarakat
menengah ke bawah.

“Ini tentu memerlukan pendataan yang tepat agar program ini
bisa  benar-benar  mendorong  peningkatan  gizi  anak-anak
Indonesia  masa  depan,”  tutupnya.

Peminat Masuk SMA-SMK Negeri
Makin  Tinggi,  Ledia:  Pemda
Harus  Pikirkan  Kerjasama
Dengan Sekolah Swasta
Category: News
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Ledia: Tidak Semua Kecamatan di Bandung Punya SMA-
SMK Negeri
Prolite – Masa penerimaan siswa baru tingkat SMA-SMK baru saja
dimulai. Berduyun-duyun orangtua mendaftarkan anak mereka ke
sekolah-sekolah  negeri  pilihan.  Namun  seperti  tahun-tahun
sebelumnya perbandingan jumlah peminat dengan daya tampungnya
tidak memadai.

Data di Kota Bandung pada 2024 menunjukkan ada lebih 35 ribu
siswa yang berminat memasuki jenjang SMA-SMK, sementara kuota
yang  tersedia  tidak  sampai  19  ribu.  Untuk  tahun  2025  ini
jumlah  peminat  masuk  SMA-SMK  negeri  diperkirakan  meningkat
sementara kuota tersedia tidak bertambah.

Untuk  itu  Anggota  Komisi  X  DPR  RI  Ledia  Hanifa  Amaliah
menyarankan agar Pemerintah Daerah segera membuka diri untuk
bekerjasama dengan sekolah swasta.

“Ketimpangan antara jumlah peminat masuk SMA-SMK negeri dengan
daya tampung sekolah di negeri ini memang besar, tidak semua



kecamatan  sekolah  negeri  setingkat  SMA.  Bahkan  untuk  Kota
Bandung saja ada 11 kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri,
karenanya  sudah  saatnya  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini
setingkat  Provinsi  membuka  diri  untuk  bekerjasama  dengan
sekolah swasta.”

Menurut aleg DPR RI dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini,
membangun sekolah negeri baru tentu akan membutuhkan biaya
sangat  besar.  Belum  lagi  kendala  ketersediaan  tempat  dan
prasyarat yang harus dipenuhi. Karena itu dia mengusulkan bagi
anak-anak  yang  berminat  masuk  SMA-SMK  negeri  namun  tidak
mendapat kuota bisa diberikan alternatif untuk bersekolah di
sekolah swasta dengan mendapatkan bantuan pembiayaan, terutama
bagi mereka yang merupakan keluarga tidak mampu.

“Misalnya ni, di Jawa Barat alhamdulillah ada program BPMU
(Bantuan Pendidikan Menengah Universal) senilai 600 ribu per
kepala.  Kan  itu  diserahkan  ke  seluruh  sekolah.  Saya
membayangkan jika untuk keluarga calon siswa yang tidak mampu
dibuat juga bantuan pendidikan semacam itu, jadi bila ada
calon  siswa  yang  tidak  tertampung  di  sekolah  negeri  bisa
diberikan  alternatif  bersekolah  di  sekolah  swasta  dengan
mendapatkan bantuan.” sarannya

Dengan begini, lanjut Ledia, semakin banyak calon siswa yang
tidak tertampung di sekola negeri berkesempatan terus lanjut
sekolah  tanpa  khawatir  dengan  kendala  biaya.  Dan  bagi
Pemerintah  daripada  membangun  sekolah  baru,  mengoptimalkan
sekolah yang ada tentu menjadi lebih logis dan efisien.

Tentu saja ada syarat dan ketentuan berlaku yang harus dibuat
bagi  sekolah  swasta  yang  akan  dipilih  untuk  diajak
bekerjasama.

“Misalnya  satu  syaratnya  sekolah  tersebut  harus  punya
akreditasi  A,  sehingga  mutu  pendidikan  bagi  calon  siswa
terjamin, sementara sekolah pun jadi punya satu usaha untuk
meningkatkan kualitas sekolah mereka kalau mau dapat bantuan,



dapat siswa juga.” tutupnya
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Penolakan  RUU  TNI  Kembali  Terjadi  ,  Mahasiswa



Bandung Gelar Aksi Demo Gedung DPRD
Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini resmi
merubah  dan  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU  TNI)
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan seiring
persetujuan seluruh fraksi dalam sidang Paripurna ke-15 pada
Kamis, 20 Maret 2025.

“Tibalah  saatnya  kami  meminta  persetujuan  fraksi-fraksi
terhadap Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah
dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata
Puan sebelum kemudian disahuti teriakan persetujuan.

Pembahasan  revisi  RUU  TNI  ini  sempat  menuai  polemik  dan
mendapat  penolakan  dari  masyarakat.  Bahkan  sejumlah  massa
melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI bersamaan gelaran
Rapat Paripurna.

Penolakan  tersebut  juga  dilakukan  oleh  Mahasiswa  dari
Universitas  Muhammadiyah  Bandung  dan  Universitas  Islam
Nusantara menggelar aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat,
Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Mereka meminta agar revisi RUU TNI yang baru disahkan segera
dicabut.

Para mahasiswa menyuarakan agar TNI dikembalikan ke barak,
bukan hanya itu saja dalam orasinya mahasiswa juga meminta
Undang-Undang  TNI  dicabut  kerena  dikhawatirkan  dapat
mengaktifkan  kembali  dwifungsi  TNI.

“Sebetulnya ada beberapa aspek yang harusnya bisa didahulukan,
tapi RUU TNI ini malah membuat beberapa posisi sipil itu bisa
diambil  sama  TNI  yang  seharusnya  hanya  dilibatkan  untuk
perang,” kata salah seorang mahasiswa, John.



Selain itu, mereka menyoroti salah satu pasal pada revisi RUU
TNI yakni Pasal 7 ayat 2. Dia mengatakan mempersoalkan TNI
yang kini bisa terlibat dalam urusan urusan siber.

Belum  Ditahan,  KPK  Harus
Cekal  Indra  Iskandar  Keluar
Negeri
Category: News
6 September 2025

Belum  Ditahan,  KPK  Harus  Cekal  Indra  Iskandar
Keluar Negeri
JAKARTA, Prolite – Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus
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dugaan  korupsi  proyek  pengadaan  sarana  kelengkapan  rumah
jabatan anggota (RJA) DPR RI pada tahun anggaran 2020 oleh
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekjen DPR RI,
Indra Iskandar belum ditahan karena masih menunggu hasil total
kerugian dari BPKP.

Menanggapi  hal  tersebut,  Pengamat  Hukum  Pidana,  Franciscus
Lamintang mengaku sangat menyayangkan langkah KPK yang belum
melakukan penahanan dengan alasan masih menunggu perhitungan
kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP)

Menurut alumnus Universitas Pakuan Bogor ini menuturkan meski
masih  menunggu  hasil  dari  BPKP,  seharusnya  KPK  melakukan
penahanan  karena  dikhawatirkan  tersangka  yang  ada  dapat
melarikan  diri  keluar  negeri  ataupun  menghilangkan  barang
bukti dengan beragam cara.

“Menetapkan orang sebagai tersangka itu tidak mudah, barang
bukti  dan  saksi  juga  harus  mencukupi  sesuai  dengan  acara
pidana  yang  berlaku.  Bila  hanya  menunggu  perhitungan  BPKP
dikhawatirkan bisa melarikan diri atau mempersiapkan langkah
yang  membuat  proses  menjadi  abu  abu,”  kata  Franc  dalam
keterangan  persnya  yang  diterima  di  Jakarta,  Minggu
(9/3/2025).

Pria yang memiliki karya tulis hukum pidana dan komunikasi ini
pun meminta kepada KPK untuk mengeluarkan status cekal kepada
Imigrasi untuk berjaga-jaga agar tidak ada potensi lari keluar
dari Indonesia.

“KPK harus mengeluarkan surat cekal, karena Sekjen DPR sudah
tersangka  keberadaanya  pasti  akan  terus  dibutuhkan  dalam
proses dugaan tindak pidana korupsi,” paparnya.

Mantan  anggota  LBH  Ampera  Jakarta  ini  pun  menambahkan,
ketegasan dan kepastian KPK untuk menetapkan status tersangka
Indra Iskandar sangat baik untuk isu pemberantasan korupsi,
bagi citra parlemen.



“Hal ini mungkin baru gerbang utama, namun setidaknya ini
langkah awal untuk berbenah atau bersih bersih anti korupsi di
Parlemen,” pungkasnya.

Ledia  Hanifa  Ungkapkan
Tantangan  Pendidikan  di
Indonesia
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suatu bangsa. Di Indonesia, tantangan dalam sektor pendidikan
semakin kompleks. Perlu perhatian serta tindakan yang serius
dari semua pihak. Hal ini mengemuka dalam webinar bertajuk
“Evaluasi  Kebijakan  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia  dalam
Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan Akademi
Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPRRI) di Jakarta,
Kamis (21/11)

“Secara garis besar ada beberapa tantangan pendidikan yang
harus kita selesaikan bersama, seperti persoalan kualitas dan
pemerataan  pendidikan;  sarana  prasarana,  kualitas  &
kesejahteraan  guru,  akses  &  partisipasi  pendidikan,  serta
manajemen dan tata kelola pendidikan,” kata Anggota Komisi X
DPR  RI  Ledia  Hanifa  Amaliah,  yang  menjadi  salah  satu
narasumber  webinar  tersebut.

Terkait persoalan kualitas dan pemerataan pendidikan, Ledia
menjelaskan bahwa standar kurikulum yang belum merata di semua
daerah, sebaran guru yang masih senjang utamanya di daerah
terpencil  serta  kurangnya  kreasi  dan  inovasi  metode
pembelajaran  menjadi  faktor  yang  harus  diperhatikan  dan
diatasi.

“Kita berharap janganlah setiap ganti menteri ganti kurikulum.
Ada  perubahan  metode  atau  pendekatan  tentu  wajar  tapi
semestinya tetap dalam satu landasan yang sama. Dan kurikulum
ini meski bersifat nasional tetap perlu penyesuaian dengan
kondisi lokal atau kebutuhan siswa di daerah.”

Soal tantangan sarana prasarana sekolah dijelaskan anggota DPR
dapil Kota Bandung dan Cimahi ini termasuk kondisi bangunan
sekolah,  akses  dan  keterbatasan  fasilitas  sekolah  serta
ketimpangan  distribusi  sarana  belajar  seperti  laboratorium,
perpustakaan dan alat teknologi pendidikan.

“Jumlah ruang kelas rusak di seluruh pelosok negeri sangat
banyak. Data BPS menunjukkan ada lebih dari 50% kelas rusak



untuk tingkat SD dan hampir 50% untuk tingkat SMP. Sementara
level SMA dan SMK lebih dari 30% nya. Ini tentu peer besar
bagi pemerintah. Bagaimana menuntaskan hal ini meski bertahap
namun segera. Karena terkait dengan keselamatan dan kenyamanan
belajar siswa dan guru. Kami sendiri di Komisi X berharap agar
tanggungjawab anggaran perbaikan ruang kelas sekolah yang saat
ini  berada  di  pihak  PUPR  dikembalikan  ke  kementerian
pendidikan.”

Sementara untuk persoalan kesejahteraan guru dijelaskan Ledia
meliputi  banyaknya  guru  yang  belum  sejahtera  karena  masih
terdapat sistem penggajian dan tunjangan yang rendah, utamanya
pada mereka yang berstatus guru honorer atau guru di sekolah
swasta yang memiliki pemasukan terbatas.

“Kebutuhan  guru  di  seluruh  sekolah  di  negeri  ini  sangat
banyak,  baik  di  sekolah  negeri  maupun  swasta.  Karena  itu
kehadiran guru honorer menjadi sangat dibutuhkan. Sayangnya
guru honorer sering menerima upah jauh di bawah standar hidup
layak  dan  tidak  memperoleh  tunjangan  atau  jaminan  sosial
memadai.”

Tambahan  pula,  lanjut  Ledia,  banyak  guru  ,terutama  guru
honorer,  yang  juga  tidak  mendapat  akses  pelatihan  atau
pendidikan yang memadai untuk peningkatan kompetensi, sehingga
makin  sulit  bagi  mereka  untuk  mendapat  peningkatan
kesejahteraan.  Karenanya  diperlukan  rencana  segera  dan
berkelanjutan dari Pemerintah untuk bisa mengeluarkan program
terkait peningkatan kesejahteraan guru.

Mengurai  tantangan  akses  dan  partisipasi  pendidikan,  Ledia
yang juga anggota Badan Legislasi ini menyebut faktor ekonomi
seringkali menjadi hambatan siswa melanjutkan sekolah. Kalau
mengacu  data  tingkat  SD  angka  partisipasi  murninya  memang
tergolong tinggi, yaitu 97% anak Indonesia bersekolah. Namun
ternyata semakin tinggi jenjang pendidikan angkanya semakin
mengecil, untuk level SMP hanya sekitar 81% dan setingkat SMA
hanya sekitar 62%.
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Ledia Ajak Mahasiswa Cermati Persoalan Pendidikan
di Indonesia
BANDUNG, Prolite – Saat melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI
di hadapan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota
Bandung  pada  Sabtu  31  Agustus  lalu,  anggota  MPR  RI  Ledia
Hanifa Amaliah mengajukan pertanyaan menggelitik:

“Apa  sebesar-besarnya  manfaat  yang  bisa  kalian  dapatkan
sebagai mahasiswa dari konstitusi kita, UUD Negara Republik
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Indonesia 1945?” lempar Ledia.

Para  mahasiswa  yang  hadir  di  Hotel  Tebu  dan  berasal  dari
berbagai kampus ini mulai berpikir, sebagian segera membuka
buku  UUD  1945  yang  dibagikan  sebagai  kelengkapan  materi,
sebagian lagi mulai berdiskusi dengan teman di kiri kanan.
Banyak  jawaban  kemudian  muncul.  Ada  yang  bicara  soal
kesehatan, pendidikan, kebebasan berpendapat dan lain-lain.

Mengapresiasi  berbagai  jawaban  Ledia  kemudian  mengajak
mengurai satu jawaban yang terkait langsung dengan konteks
kemahasiswaan, yaitu hak pendidikan yang tercakup di pasal 31
UUD 1945.

“Apakah adik-adik semua menyadari dan sudah memahami bahwa
pasal ini sudah mengalami perubahan lewat amandemen keempat?
Di  mana  pada  pasal  awal  hanya  terdiri  dari  dua  ayat  dan
mencantumkan kata pengajaran sementara lewat amandemen keempat
menjadi 4 ayat dengan mencantumkan kata pendidikan?” tanyanya.

Ledia kemudian menjelaskan betapa memahami konstitusi UUD 1945
merupakan satu keniscayaan agar mahasiswa bisa memahami apa
hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Begitu pula
dengan memahami dasar negara Pancasila, bentuk negara NKRI dan
semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Semua  ini  untuk  memastikan
setiap warga negara memahami hak dan kewajibannya serta dapat
berperan  aktif  dalam  pembangunan  sekaligus  menikmati  hasil
pembangunan dengan adil, rukun dan berkesinambungan.

“Coba  lihat  pasal  31  secara  utuh,  di  pasal  1  kita  bisa
memahami bahwa mendapat pendidikan adalah hak setiap warga
negara. Sebagai hak tentu boleh diambil boleh tidak. Namun
pada  ayat  2  dijelaskan  bahwa  setiap  warga  negara  wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Nah, karena sampai saat ini dalam undang-undang Sisdiknas yang
disebut pendidikan dasar itu 9 tahun maka yang wajib dibiayai
oleh negara adalah tingkat SD hingga SMP,” jelasnya.

Namun, lanjut Ledia yang juga anggota Komisi X DPR RI ini,



disamping  pembebasan  uang  SPP  pada  tingkat  SD  dan  SMP
pemerintah  juga  harus  mengeluarkan  pembiayaan  fungsi
pendidikan lain seperti pembiayaan untuk operasional sekolah,
kebutuhan  alat  kelengkapan  pendidikan  termasuk  misalnya
laboratorium, alat TIK juga dengan menyediakan bantuan-bantuan
biaya pendidikan.

“Sebab di ayat ke ayat 4 pasal 33 UUD 1945 disebutkan Negara
memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional.  Ini  artinya
dari APBN dan APBD Propinsi maupun Kota dan Kabupaten harus
dikeluarkan  anggaran  untuk  pendidikan  minimal  20  persen.
Banyak nampaknya ya tapi sayang ternyata belum semua mengikuti
amanah  konstitusi  sehingga  harus  terus  kita  kawal  dan
kritisi,”  tambahnya.

Dalam  diskusi  lanjutan,  Ledia  juga  mengajak  pada  para
mahasiswa  yang  hadir  untuk  selalu  siap  mendalami  dan
mencermati persoalan kebijakan dan regulasi pendidikan karena
tidak  hanya  berkaitan  dengan  nasib  para  hadirin  sebagai
mahasiswa tapi juga nasib bangsa Indonesia ke depannya.

“Mari bersama-sama menjadi mahasiswa yang lebih kritis, mau
ikut  mencermati,  mengawal  dan  mengkritisi  setiap  kebijakan
negara agar bisa bersama-sama mendorong kebaikan, kemajuan dan
pemenuhan hak dan kewajiban setiap warga negara secara adil
dan berkelanjutan,” ajak Ledia di akhir sesi.

Ledia Hanifa Minta PP No. 28
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Ledia  Hanifa:  PP  No.  28  Tahun  2024
Seperti Menormalisasi “Zina” di Kalangan
Pelajar
BANDUNG,  Prolite  –  Anggota  Komisi  X  DPR  RI  Ledia  Hanifa
Amaliah  menyebut  mengerikan  dan  meminta  agar  pemerintah
mencabut  PP  No.  28  tahun  2024  terkait  menyediakan  alat
kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.

Dikhawatirkan  pengesahan  PP  No.  28  tahun  2024  tentang
kesehatan  itu,  membuat  pelajar  dan  remaja  menormalisasi
perbuatan zina.

Karena itu kata Ledia, pemerintah harus mencabut PP no. 28
tahun 2024 ini.
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“Kita mendesak pemerintah dalam tempo sesingkat – singkatnya
mencabut PP no 28 tahun 2024,” tegasnya lantang.

Jelas Ledia, PP tersebut merupakan turunan undang – undang
kesehatan pasal 103 yang menyebutkan tentang upaya kesehatan
sistem reproduksi di usia sekolah dan remaja.

“Ini bikin deg-degan dan gemes, kenapa sih mesti difokuskan di
usia tersebut. Kita tahu itu secara seksual sudah dalam proses
sexually active yang mereka punya ketertarikan sudah mulai
mendapatkan informasi-informasi,” jelas Ledia kepada redaksi,
Kamis (8/8/2024).

Sebetulnya, lanjut dia, pembelajaran seksual itu bisa diatasi,
dikomunikasikan yang baik dengan orang tua, guru pembimbing,
konseling  di  sekolah  dan  orang-orang  dewasa  yang  bisa
dipercaya.

Dalam PP pasal 103 ayat 1 itu disebutkan bahwa upaya kesehatan
sistem reproduksi usai sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud
pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa komunikasi,
informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

“Diperjelas  ayat  4  huruf  e  disebutkan  bahwa  pelayanan
kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi deteksi penyakit atau skrining, pengobatan,
rehabilitasi,  konseling,  dan  penyediaan  alat  kontrasepsi,”
ujarnya.

“Lantas kemudian, saya jadi berpikir anak sekolah disediakan
alat  kontrasepsi  apa  namanya?  Mau  disuruh  zina?  Kan  gak
begitu,” ucapnya lagi.

Masih kata politisi perempuan partai PKS ini, pendidikan itu
harusnya membuat para siswanya beriman dan bertaqwa sesuai
konstitusi  di  undang-undang  tentang  sistem  pendidikan
nasional.

Pasal 3 kata dia menyebutkan tujuan pendidikan nasional juga



beriman dan bertaqwa.

“Kita  menyuruh  anak-anak  untuk  beriman  dan  bertaqwa  tapi
menyediakan fasilitas melanggar ketentuan yang maha kuasa, apa
namanya, mengerikan,” gerutunya.

Ledia mengimbau para orang tua dan semua pihak terkait lebih
melindungi anak-anaknya.

“Mari kita lindungi anak-anak kita dari kelalaian pemerintah
dalam  membuat  peraturan  dan  regulasi  sehingga  menyebabkan
anak-anak rusak. Sekarang juga pemerintah harus mencabut PP
tersebut.  Selamatkan  anak  kita  selamatkan  anak-anak
Indonesia,”  tutupnya.


